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ORINEWS.id – Tim Hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sudah
menyiapkan sejumlah alat bukti untuk mendukung tuntutan agar
hakim  praperadilan  membatalkan  status  tersangka  yang
disematkan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).

“Total ada 41 bukti untuk mendukung argumentasi kami bahwa
penetapan  tersangka  dipaksakan  dan  tidak  didasari  oleh
semangat untuk menegakan hukum, melainkan oleh alasan-alasan
non hukum,” tim hukum Hasto, Ronny Talapessy, Kamis 6 Februari
2025.

Ronny mengungkap alat bukti yang sudah disiapkan sekaligus
untuk mendukung jawaban atas dalil gugatan yang dibacakan tim
hukum dalam sidang pra peradilan melawan KPK di Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan, Rabu kemarin.

“Bukti yang kami ajukan ini antara lain dokumen hasil sidang
eksaminasi yang menguji suatu putusan yang sudah inkrah serta
dokumen Focus Group Discussion (FGD) para ahli hukum tentang
dugaan pelanggaran-pelanggaran prosedur penyidik KPK.
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Bukti-bukti  ini  kami  harap  bisa  menjadikan  sidang  pra
peradilan forum yang mencerahkan, seperti juga yang menjadi
harapan Yang Mulia Hakim Djuyamto agar publik juga mendapat
pemahaman tentang hak-hak hukum setiap individu,” katanya.

Dia  menambahkan,  publik  penting  memiliki  pemahaman  tentang
hak-hak  hukum  seperti  juga  apa  yang  dialami  kliennya.  Ia
menegaskan  setiap  individu  punya  hak  untuk  mendapatkan
perlindungan hukum.

“Karena pelanggaran prosedur hukum acara juga dapat menimpa
setiap orang, atau dapat dialami setiap warga negara. Siapapun
dia,  dari  presiden  sampai  pedagang  kecil,  aktivis  partai
sepert Mas Hasto, karyawan, atau warga biasa, punya hak untuk
mendapatkan perlindungan hukum, punya hak diperlakukan secara
adil,” tukasnya.

Sebagai  latar,  Hasto  mengajukan  gugatan  praperadilan  untuk
menggugurkan statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi
yang ditetapkan oleh KPK.

KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dengan sangkaan turut
menyuap  komisioner  KPU  Wahyu  Setiawan  demi  meloloskan  eks
kader PDIP Harun Masiku menjadi anggota DPR periode 2019-2024
lewat mekanisme pergantian antarwaktu.

Hasto  juga  disangka  merintangi  penyidikan  terhadap  Harun
Masiku yang buron sejak tahun 2020.[source:rmol]
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